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ABSTRACT

Menurut Mahkamah Agung, grosse akta yang dapat dieksekusi
menurut Pasal 224 H.I.R./ 258 Rbg adalah grosse akta pengakuan
hutang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk perjanjian,
tindakan yang diberikan oleh bank, peranan notaris, kekuatan eksekutorial
dan faktor yang menghambat eksekusi grosse akta.

Metode penelitian dalam penelitian ini yuridis empiris dengan
wilayah penelitian wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang
dengan sabjek penelitian meliputi mereka yang berhubungan dengan
grosse akta, data primer dan data sekunder diperoleh melaui studi
pustaka dan survai lapangan dengan alat pengumputan data studi pustaka
dan wawancara

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap grosse akta
pengakuan hutang adalah langka, karena mereka yang tersangkut dalam
pembuatan grosse akta pengakuan hutang menyadari bahwa para pihak
sangat sulit dalam meminta eksekusinya dan dalam pembuatan akta
pengakuan hutang sendiri para pihak pada umumnya tidak mau membuat
dalam bentuk yang murni sebagaimana dimaksudkan oleh Manhkamah
Agung, para pihak dalam membuat akta pengakuan hutang pada
umumnya menghendaki dibuatkan syarat-syarat tambahan seperti
jaminan, bunga, jangka waktu dan lain-fain.

Disarankan kepada Makamah Agung, Notaris dan pihak terkait
lainnya untuk mengoptimalkan peranan grosse akta pengakuan hutang
dan adanya suatu persamaan persepsi dan interprestasi.

Kata kunci : Grosse Akta, Akta Pengakuan Hutang, Eksekusi
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ABSTRACT

According to the Supreme Court, act executory copy of deed able to execute
according to Article 224 H.I.R.,/ 258 Rbg is act of acknowledgement of debt.
Target of this research to know agreement form, action given by bank,
notary role, strength of factor and eksekutorial pursuing to execute act
executory copy of deed.

Research method in this research of empirical yuridis with region research of
District Court Town Semarang territory of jurisdiction with research subject
cover them related to act executory copy of deed, primary and secondary
data obtained by library study and field research by means of data collecting
and interview

Based on the result of analysis and research to act of acknowledgement of
debt is rareness, because drawee them in making of act act of
acknowledgement of debt realize that the parties very difficult in asking for to
execute and in making of act acknowledgement of debt alone the parties in
general do not want to make in the form of pure as meant by the Supreme
Court, the parties in making act of acknowledgement of debt in general want
to be made by additional requirements such as securities, interests, time-
term, etc.

Suggested to the Supreme Court, Notary And other related parties to be is

optimal of act grosse role confession of debt and existence of equation of
interprestation and perception.

Key Words : Act excutory copy of deed, Act acknowledgement of debt,
Execute.
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BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Propinsi Jawa Tengah dengan jumiah penduduk lebih dari 32 juta
jiwa berdasarkan sensus 2001 merupakan Propinsi dengan potensi sumber
daya manusia yang relatif besar, struktur tanah yang aluvial dan latosol
kurang 57, 79% (merupakan lahan subur untuk ancka budi daya tanaman),
luas wilayah 32.500 Km2, dan sebelum krisis moneter penyerapan tenaga
kerja 14.000.000. dengan pendapatan perkapita tertinggi, kondisi ini
menunjukkan bahwa Jawa Tengah mempunyai banyak peluang untuk
meningkatkan pereckonomian.

Peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang ditandai dengan
adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya
tingkat kecerdasan serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia
di berbagai bidang, maka kemajuan itu menimbulkan dan mendorong
berbagai bidang usaha yang bergerak di berbagai bidang.

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan kekuatan
ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal,
penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan SDM (Sumber
Daya Manusia), sehingga membawa manfaat bagi daerah serta harus dapat
meningkatkan produksi dan produktifitas tenaga kerja serta memperluas

lapangan kerja.




_ Tercapainya tujuan pembangunan ekonomi tersebut akan banyak
tergantung dari keikutsertaan semua pihak, terutama pihak swasta yang
memiliki peran utama dalam investasi. Dalam rangka hal tersebut serta
pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kebebasan pada Pemerintah
Daerah untuk mengembangkan daerahnya maka pertu keikutsertaan semua
lapisan masyarakat sehingpa diharapkan dapat berperan aktif dalam
pembangunan di Propinsi J. awﬁ Tengah khususnya Kota Semarang.

Dengan meningkatnya kemajuan tersebut, maka semakin
diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna baik secara
langsung maupun tidak langsung mengakibatkan bertambah banyak
permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang
diakui secara yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris
di Indonesia (Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie},
Ordonansi 11 Januari 1860 yang termuat dalam Staatsblaad Nomor. 3 Tahun
1860. Hal ini adalah logis, sebab ada kalanya untuk sempurnanya
perbuatan-perbuatan tertentu seperti pendirian suatu Perseroan Terbatas
harus dengan akta notaris yang merupakan syarat mutlak (formalitas cause)
bukan hanya merupakan alat bukti (probation cause) belaka. *

Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak
badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian sebagai akibat
kemajuan pembangunan, maka dalam prakteknya kebutuhan masyarakat

akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat.

! Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, C.V. Rajawali, Jakarta, hlm. 43
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Adapun penyebab kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai
pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan
semakin banyak orang atau badan usaha melakukan perjanjian pinjam
meminjam uang yang dituangkan dalam bentuk akta notaris. Oleh karena itu
dirasakan perlunya akta notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam
masyarakat yang semakin maju dan komplek. Hal ini adalah logis karena
setiap orang yang terikat suatu perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan
kewajiban bagi mereka memerlukan alat bukti yang dapat menjamin
kepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam pergaulan hidup di masyarakat, sangat mungkin sekali
terjadi sengketa hukum. Sengketa hukum ini terjadi apabila seorang
mengingkari kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, atau seseorang'
melanggar hak maupun kepentingan orang lain, sehingga orang lain tersebut
menderita kerugian karenanya.

Apabila pihak yang merasa dirinya dirugikan tersebut ingin
mendapatkan kembali haknya, maka dia harus mengupayakan melalui
prosedur yang berlaku, ia tidak boleh melakukan perbuatan main hakim
sendiri (eigenrichting).

Prosedur yang disediakan hukum untuk kepentingan ini adalah
melalui gugatan di pangadilan. Prosedur ini adalah prosedur umum, yang
disediakan untuk penyelesaiaan sengketa hukum pada umumnya.

Penyelesaiaan sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan

dalam beberapa tahap. Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalu prosedur




umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tahap permulaan, tahap
penentuan dan tahap pelaksanaan.

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, maka orang yang
merasa haknya terlanggar dalam suatu hubungan hukum, tidak boleh
bertindak sendiri dalam membela haknya itu tetapi pembelaan tersebut harus
dilakukan dengan perantaraan badan peradilan. -

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa akta notaris itu
merupakan bukti yang sempurna bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan
para ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak tentunya
1nempuﬁyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dari
pada akta dibawah tangan.

Salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik
khusus serta semakin banyak dibutuh adalah grosse akta. Grosse akta ini
berbeda dengan akta-akta notaris lain, sebab di samping merupakan alat
bukti yang sempurna bagi para pihak juga memiliki kekuatan eksekutorial.

Grosse akta sangat sedikit diatur dalam peraturan perundang-
undangan bila kita bandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan
grosse akta yang sangat besar.

Grosse akta dalam praktek sehari-hari semakin aktual dan
berkembang sebagai svatu lembaga hukum yang mengikuti arus lajunya
perkembangan perkreditan. Hal ini dikarenakan masalah perkreditan pada
saat ini tidak bisa terlepas dari grosse akta.

Dengan berkembangkan industri perbankan, mengakibatkan




frekuensi dan intensitas perjanjian kredit dalam lalu lintas dunia bisnis dan
industri meningkat, maka grosse akta pengakuan hutang, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 224 H.1.R., sangat diperlukan tidak dapat dilepaskan
dari hubungan keuangan dan perbankan,

Dalam suasana perekonomian yang stabil dan menanjak,
perkreditan yang dituangkan dalam bentuk grosse akta jarang sekali, dengan
tindakan eksekusi penjualan lelang. Hal ini disebabkan suasana kehidupan
perekonomian pada saat sebelum terjadinya krisis moneter, perekonomian
cukup stabil dan menanjak, maka debitur selalu dapat dan mampu
menunatkan penyelesaian pembayaran pinjamannya kepada kreditur.

Pada pertengahan tahun 1997 telah ’te‘rjadi krisis ekonomi di
Indonesia yang mengakibatkan keadaan ekonomi mengalami kelesuan dan
kemerosotan. Akibat krisis ekonomi para pelaku ekonomi khususnya pihak
debitur mengalami pula kegagalan dan ketidakmampuan untuk memenuhi
kewajibannya melunasi pembayaran utang kepada kreditur yang berakibat
banyak kreditur yang mengajukan permintaan eksekusi grosse akta
pengakuan hutang.

Dengan menggunakan grosse akta dalam perjanjian hutang piutang
ini akan diperoleh banyak manfaat dan keuntungan terutama dalam
pelaksanaan penyelesaian hutang piutang karena tanpa melalui proses
gugatan di Pengadilan. Namun dalam praktek eksekusi grosse akta
pengakuan hutang sering mengalami hambatan dikarenakan adanya

perbedaan persepsi dan interpretasi antara notaris dan hakim serta




Mahkamah Agung dalam menafsirkan surat utang (schuldbrief) berdasarkan
Pasal 224 H.1.R.

Mahkamah Agung dalam Suratnya tertanggal 16 April 1985,
Nomor.213/229/85/I1/Um-Tu/Pdt yang ditujukan kepada Soetarno Soedja
dari kantor pengacara Gani Djemat & Patner, selanjutnya diikuti dengan
surat tertanggal 18 Maret 1986 Nomor. 133/154/86/11/Um-Tu/Pdt kepada
Direksi Bank Negara Indonesia 1986, dan surat tertanggal 1 April 1986
Nomor.147/168/86/Um-Tw/Pdt kepada Pimpinan BPKH PERBANAS, yang
pada pokoknya menyatakan, bahwa pengertian surat hutang yang dimaksud
dalam Pasal 224 H1R. adalah suatu akta otentik yang berisi pernyataan
pengakuan hutang sepihak (eenzijdige) dengan perumusan semata-mata
suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu
pada waktu tertentu dan tidak boleh disertai syarat-syarat perj amjian.2

Ketiga surat Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan
Putuéan Mahkamah Agung Nomor. Reg. 1310K/Pdt/86 tanggal 30 Juli 1986
tentang Akta Pengakuan Hutang yang tidak memenuhi syarat sebagai grosse
akta berdasarkan Pasal 224 H 1R,

Menurut Pangabean, Pertimbangan Mahkamah Agung dalam
putusannya tersebut pada intinya, bahwa berdasarkan Pasal 224 H.IR.,
suatu grosse akta itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Terdapat Kepala Akta yang berbunyi; "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

2 Ibid, hal. 20.




2, Isinya suatu pengakuan hutang sejumlah uang tertentu.
3. Pada Bagian Penutup Akta tercantum kalimat; "Sebagai Grosse
Pertama diberikan atas permintaan Kreditur”,”
Sedangkan menurut pendapat M. Dja’is, dalam ketiga suratnya

tersebut Makamah Agung menyatakana bahwa grosse akta yang dimaksud

Pasal 224 H.I.R., adalah;

1. Grosse akta pengakuan hutang,

2. Isinya pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar/
melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pasti).

3. Tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi
bila persyaratan-persyaratan térsebut_ berbentuk perjanjian,

4. Mengandung sifat eksepsional terhadap azas bahwa, seseorang hanya
dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan. *

Notaris menafsirkan surat hutang yang dimaksud Pasal 224 H.IR.,
adalah akta otentik yang berisi perjanjian hutang piutang antara kreditur
dengan debitur, dalam mana debitur berkewajiban untuk membayar
(melunasi) sejumlah vang tertentu dan untuk waktu tertentu.

Jadi grosse akta pengakuan hutang yang dibuat secara notaril
merupakan perjanjian dua pihak yaitu antara debitur dan kreditur dengan
disertal syarat-syarat perjanjian, diantaranya janji-janji mengenai besarnya

bunga dan denda.

} Pangabean, H.P., 1992, Himpunan Putusan Makamah Agung Mengenai Perjemjion Kredit Bank
berikut temggapannya), Jilid 1, P.T. Citra Aditya, Bandung, hlm. 221.

. *Dja’is, 1996, Tesis Pelaksanaan Eksekusi Grosse Surat Hutang Notariil, hlm. 5.




Dengan adanya perbedaan persepsi dan interpretasi antara notaris
dan hakim serta Mahkamah Agung didalam meﬁafsirkan Pasal 224 HILR,,
mengakibatkan eksekusi grosse akta pengakuan hutang mengalami
hambatan. Pada hal tujuan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang
diharapkan penyelesaian suatu hutang akan lebih singkat dan dapat
mengurangi risiko yang lebih besar.

Bank-bank Pemerintah dalam proses pemberian fasilitas kredit
biasanya menempuh cara dengan perjanjian dibawah tangan, kecuali
pengikatan jaminan berupa tanah dan atau bangunannya dibuat dengan akta
otentik dalam hal ini dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Apabila terjadi kemacetan kredit pada bank-bank pemerintah, maka
penagihannya, dilaksanakan melalui Piutang Lelang Negara (PLN).

Bank-bank swasta dalam proses pemberian fasilitas kredit dan
pengikatan jaminannya dibuat dengan akta otentik. Salah satu cara
penagihan kredit macet yang dilakukan oleh bank-bank swasta yaitu dengan
menggunakan grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan
hutang tersebut dimintakan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Jadi dilihat dari segi praktek hukum, jelaslah bahwa grosse akta
pengakuan hutang sangat urgen dan relevan serta erat hubungannya dengan
dunia perbankan, demikian pula grosse akta erat kaitannya dengan fluktuasi
kehidupan perekonomian. Melihat masalah grosse akta tersebut, maka perlu
diberikan penjabaran-penjabaran sehingga masyarakat luas dapat lebih

memahaminya, sesuai dengan kebutuhan praktek sehari-hari terlebih dalam




praktek lalu lintas hukum yang semakin pesat dan kompleks dewasa ini.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian mengenai latar belakang masalah seperti
tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

a.  Bentuk perjanjian hutang piutang dan tindakan apa yang diberikan
oleh Bank (kreditur) terhadap . debitor yang tidak memenuh
kewajibannya 7.

b. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan
hutang piutang dan grosse akta pengakuan hutang ?.

c. DBagaimana kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang
dalam praktek 7.

d.  Faktor-faktor apa vyang menghambat ecksekusi grosse akta

pengakuan hutang ?.
C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah;

a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian hutang piutang dan tindakan apa
yang diberikan oleh Bank (kreditﬁr) terhadap debitor yang tidak
memenuhi kewajibannya.

b. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh peranan Notaris dalam
pembuatan akta pengikatan hutarig piutang dan grosse akta pengakuan

hutang.
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¢. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan
hutang dalam praktek.
d. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat cksekusi grosse

akta pengakuan hutang.

Sistematika Penulisan

Hasil penelitian mengenai "Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta
Pengakuan Hutang Di Kota Semarang" disusun dalam suatu tulisan yang
tersusun secara sistematis meliputi beberapa bab, yaitu;

Bab 1 Pendahuluan
Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, konstribusi penelitian, metodologi
penelitian, kerangka pemikiran, sistimatika pembahasan.

Bab Il Tinjauan Umum Tentang Grosse Akta
Tinjauan Umum Tentang Grosse Akta yang meliputi,
menguraikan tentang pengertian, bentuk dan pemberian/
penyerahan grosse akta.

Bab III Metodelogi Penelitian
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang
meliputi, metode pendekatan yang diganakan, teknik sampling,
tipe penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan

analisa data.
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan bentuk perjanjian hutang piutang
dan tindakan apa yang diberikan oleh Bank (kreditur) terhadap
debitor yang tidak memenuhi kewéjibannya, peranan Notaris
dalam pembuatan akta pengikatan hutang pitang dan grosse akta
pengakuan hutang dan kekuatan eksekutorial grosse akta
pengakuan utang serta faktor-faktor yang menghambat eksekusi
grosse akta pengakuan hutang serta peran notaris dalam
pembuatan grosse akta. Dalam bab ini penulis akan
membicarakan pokok permasalahan dari tesis ini dan menyajikan

hasil penelitian yang dianalisis sesuai dengan peraturan yang ada.

BabV Penutup

Penutup ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil
penelitian. Bab ini tidak lain merupakan kesimpulan dari analisis
pada bab-bab terdahulu dan diberikan pula saran yang dianggap
perlu berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam

penelitian.




BAB 11
TINJAUAN UMUM GROSSE AKTA

A. Pengertian dan Macam Akta

1. Pengertian Akta

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, "acta” merupakan bentuk jamak
dari kata "actum" yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-
perbuatan, 5

Pitlo dan Arif, mengartikan akta sebagai surat-surat yang
ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan
oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. °

Menurut Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan,
yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat
digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. ’

Dari definisi tersebut di atas, pengertian akta sebagal surat yang
sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, di samping itu dalam
peraturan perundangan dijumpai perkataan akta yang maksudnya adalah
perbuatan. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang menyatakan;

* Subekti dan Tjitrosudibio, 1990, kamis Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 9.
¢ Pitlo, 1978, Pembuktian dan Daluarsa, terjemahan, M. Isa Arif, P.T. Intermasa, Jakarta, him. 52.
" Mertokusumo, 1998, Hukun Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, him. 121.
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"Seorang isteri, biar ia kawin diluar p'ersatuan harta kekayaan, atau telah
berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan
barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya, baik
dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam
"akia" atau dengan ijin tertulis dari svaminya. Seorang isteri, biar ia telah
dikuasakan oleh svuaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk
mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu
berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau memberi perlunasan atas itu,

tanpa ijin yang tegas dari suami".

Menurut Subekti, kata akta dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan
dengan perbuatan hukum, berasal dari kata "acta" yang dalam bahasa
Perancis berarti perbuatan. ®
Jadi dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan akta adalah.

1. Perbuatan hukum (rechishandeling).

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai
bukti perbuatan hukum, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada
pembuktian sesuatu. ’

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian akta, maka yang

penulis maksudkan dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta yang

berarti surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

¥ Subekti, 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata, P.T. Intermasa, Jakarta, hlm 29.
? Ibid, hlm. 30
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Syarat-Syarat agar suatu surat dapat disebut akta adalah;

a.

Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta
ditentukan dalam Pasal 1869 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
yang menyatakan,

"Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai
termaksud diatas, atau cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan
sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai

 tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak".

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas, jelas bahwa suatu surat untuk
dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani
oleh yang membuatnya maka surat itu bukan akta. Dengan demikian
jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani kendatipun
diperuntukkan untuk pembuktian, seperti karcis kereta api, resi dan lain-

lain tidak dapat disebut akta. 10

Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak

atau perikatan

Sesuai dengan Peruntukkan sesuatu akta sebagai alat
pembuktian untuk keperluan siapa surat itu dibuat, maka jelas surat itu

harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang

1% Mertokusumo, op. cit, hlm 121
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dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang
dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa
hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atan perikatan. Jika peristiwa
hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau
perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa
hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hal_c atau perikatan, maka
surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai

sebagai alat bukti.
c. Surat itu dipergunakan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu
harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu bukti surat dibuat
untuk menjadi bukti, tidak selalu dapat dipastikan demikian halnya
mengenai sehelai surat dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis
oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang
menegaskan suatu akta, karena dibuat untuk pembuktian. Suatu surat
ulang tahun tidaklah dibuat untuk pembuktian. Diantara keduanya
terdapat daerah kesangsian (ferrein van het dubin). !

Jadi segala surat-surat, yang dibuat tidak diperuntukkan sebagai

alat pembuktian, bukanlah akta.

! pitlo, op. cit, hlm. 53,
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2. Bentuk Akta

Menurut bentuknya. akta dapat dibagi menjadi
a. Akta otentik

b. Akta di bawah tangan.
a. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi
wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang
berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di
dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat
keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya
dan dilihat dihadapannya. "2

Akta otentik dalam Pasal 165 H.IR., dan Pasal 285 Rbg, dikatakan
sebagai berikut;

“Akta otentik , yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan
Pegawai umum yang berkuasa akan membuatmya, mewujudkan bukti
yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang
yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut
didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagat
pemberitahnan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar
yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta
itu.

Pasal ini memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik
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sckaligus. Pengertian akta otentik dapat diketemukan pula dalam Pasal
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan,

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang

berkuasa untuk ite ditempat dimana akte dibuatnya.”

Menurut Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh sllempel
otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan
dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta yang
bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut;

1. Akta itu harus dibuat "oleh" (door) atau “dihadapan"
{tenoverstaan) seorang pejabat umum.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang.

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 1

Berdasarkaﬁ uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa akta otentik itu
dapat dibedakan atas;
1. akta yang dibuat oleh pejabat (umbtrelijk acte, procesverbaal acte,
relaas acte).
2. Akta akta yang, dibuat dihadapan pejabat oleh para pihak (partij
acte).
Perbgdaan antara kedua akta itu antara lain;

1. Akta relas (akta berita acara) dibuat oleh pejabat, sedang akta para

2 Mertokusumo, op.cit, him, 124
13 Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 42,




18

pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat atau para pihak
meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka
mginkan,

2. Akta para pihak (partij akta) harus ditandatangani oleh para pihak
dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedang akta relaas

tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan,

L)

Akta Para pihak (partii akia) bensikan keterangan yang
dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh
membuat akta itu, sedang akta relas berisikan keterangan tertulis
dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.

- 4. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali
dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran 1si

partij akta dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta itu.
b. Akta di bawah Tangan (onderhands acta)

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi
semata-mata dibuat antara para pithak yang berkepentingan.

Meﬁgenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi
diatur dalam Stb 1867 No. 29 tentang "Ketentuan-ketentuan Akta di bawah
tangan" untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar jawa dan Madura
diatur dalarn Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 Rbg. Termasuk dalam

pengertian surat dibawah tangan menurut Pasal 1 Stb 1867 No. 29 (Pasal
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1874 BW, Pasal 286 Rbg) ialah akta di bawah tangan, surat-surat lainnya
yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat. '*

Perbedaan yang terpenting antara akta otentik dan akta di bawah
tangan ialah;

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi Pasal
1 P.J.N. yang menyatakan menjaﬁnin kepastian tanggalnya dan
seterusnya), sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di
bawah tangan tidak selalu demikian.

2. Grosse dan akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan
eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di
bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.

3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan

lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.
B. Grosse akta dan akta yang dapat diberikan grossenya.
1. Pengertian Grosse Akta

Kata grosse akta apabila ditinjau dari etimologt bahasa berasal dari
bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yakni “grosse” dan “acta”.
Menurut Ichsan, grosse adalah salinan dari suatu vonis pengadilan atau akta
otentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan ekseicutorial, yang berarti

bahwa grosse itu harus memakai kepala diatasnya kata-kata "DEMI

" Mertokusumo, op. cif, hlm. 128
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KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata
tersebut, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970."
Berdasarkan pendapat Ichsan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan,
bahwa semua grosse akta otentik mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini
berarti Ichsan menganut pendapat luas. Mengenai akta-akta yang dapat
diberikan grossenya terdapat pendapat luas dan pendapat sempit dan akan
penulis uratkan kemudian.
Mengenai definisi grosse akta, Lumban Tobing berpendapat;

“Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan
memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-kata: "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan di
bawahnya dicantumkan kata-kata "Diberikan secbagai grosse pertama”,

dengan menyebutkan namma dari orang, yang atas permintaannya grosse

itu diberikan dan tanggal pemberiannya”,"®

Definisi diatas terbatas pada grosse akta notaril. Di sim1 Lumban
Tobing tidak mengaitkan grosse akta dengan eksekusi, hal int karena menurut
Lumban Tobing semua akta notaris yang dibuat dalam bentuk minuta dapat
dikeluarkan grossenya, tidak peduli apakah grosse tersebut dapat dieksekusi
atau tidak.

Sedangkan Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan sebagai berikut;

“Grosse adalah salinan dari satu akta otentik, yang diperbuat dalam
bentuk yang dapat dilaksanakan, atan grosse dari snatu akta otentik yang
memuat pada bagian kepalanya: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Y Ichsan, 1979, Hukum Perdata I B, P.T. Pembimbing Masa, Jakarta, him, 323.
' Tobing, op. Cit, him. 228
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KETUHANAN YANG MAHA ESA" Definisi ini cukup singkat dan
Jelas, namun masih, terdapat kekurangan di dalamnya, yaita yang
menyangkut isi grosse. Menurut ketentuan Pasal 41 ayat 3 PN, dalam
hal-hal tertentu grosse tidak hanya salinan akta, namun juga kutipan dari
suatn akta.”

Selanjutriya menurut Tan A Sioe

“Perbedaan antara grosse dan turunan biasa adalah, bahwa grosse di
bagian atasnya memuat kata-kata sakral "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sedangkan
turunan biasa tidak memuat kata-kata itu. Untuk pengeluaran grosse di

perlukan suatu akta otentik, sebab untuk akta di bawzh tangan tidak bisa

dikeluarkan grosse”."’

Definisi dari Tan A Sioe ini sangat singkat, namun tidak memuat
tentang apa yang scharusnya dimasukkan di dalam grosse. Di sini hanya
ditunjukkan sumber grosse serta perbedaan antara grosse dengan turunan akta
otentik lainnya.

Menurut Pasal 41 ayat (2) Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860
Nomor. 3), menyebutkan;

"Grosse mi juga hainya dengan arest dan vonnis (putusan Pengadilan)
mempunyai  kepala "DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan pada penutupnya di sebutkan
"dikeluarkan sebagai grosse pertama dengan mehyebutkan nama dari
yang minta dikeluarkan grosse itu, dengan ancaman hukuman 25 sampai

100 gulden apabila terjadi kelalatan”.

Berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) PIN, tersebut dapat diartikan grosse itu

merupakan salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di

' Dja’is, op. Cit, hlm, 20
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atasnya (di atas judul akta) kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan di bawahnya dicantumkan kata-
kata “Diberikan sebagai grosse pertama”, dengan demikian penulis
berpendapat, bahwa grosse akta adalah suatu salinan atau turunan dari akta
notaris yang diberi titel eksekultorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan pada bagian bawah setelah akhir
akta harus dicantumkan kalimat sebagai grosse pertama dengan menyebut
nama orang/instansi yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal
pemberian grosse itu diberikan dan tanggal pemberian grosse itu, serta
salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila
grosse pertama hilang dan kreditur akan meminta grosse kedua, maka harus

dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Akta-Akta yang Dapat Diberikan Grossenya

Di kalangan para sarjana hukum terdapat Perbedaan mengenai akta-akta

yang dapat diberikan grossenya. Perbedaan tersebut melipulti;
a. Pendapat pertama

Pendapat pertama ini menyatakan bahwa semua akta notariil yang dibuat
dan disimpan sebagai minuta dapat dikeluarkan grossenya. Sebagal
penganut pendapat ini adalah J.C.H. Melis yang diikuti oleh Lumban

Tobing. J.C.H. Melis berpendapat, bahwa;
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1]

. notaris berwenang, bahkan wajib atas permintaan dari yang
berkepentingan, untuk memberikan grosse, tidak hanya dari akta yang
dimaksud Pasal 440 Rv Indonesia (436 RV Belanda) dan Pasal 224 HIR,
akan tetapi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau di
hadapan notaris itu, tidak tergantung apakah grosse itu dapat

dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak”.'®

Selanjutnya G.H.S. Lumban Tobing berpendapat;

“Pengecualian satu-satunya dalam hal ini ialah ketentuan Pasal 14 (1)
Geldschietersordonnantie 1938 (Stbl. 38 - 523) yang melarang notaris

mengeluarkan grosse dalam perjanjian hutang-piutang antara seseorang

dengan scorang lintah darat”,'

Pendapat di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 41 (1) jo. Pasal 7 PIN,
yang mewajibkan notaris untuk memberikan grosse dari semua akta yang
dibuat dalam minuta oleh atau di hadapannya, dan dari semua akta di
mana ia menjadi pemegang minuta yang sah.

Pendapat demikian ini terlalu luas. Suatu grosse akta notaris yang
dikeluarkan tanpa perlu dieksekusi adalah merupakan sesuatu yang
berlebihan. Kemungkinan dapat dieksekusi demikian inilah yang
merupakan perbedaan utama antara grosse akta notariil dengan salinan
atau kutipan akta notariil lainnya. Dapat dieksekusinya grosse akta yang
demikian itu memberikan kemudahan pada kreditur dalam menagih
piutangnya jika debitur wanprestasi. Dengan demikian dalam perjanjian

yang dapat dikeluarkan grossenya, selalu terlibat dua pihak, yaitu pthak

'8 Tobing, op. Cit, hlm. 43.
2 Ibid, him. 207
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yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang berhak atas prestasi

(kreditur),
b. Pendapat Kedua

Pendapat kedua dikemukakan oleh A. Pitlo dan C.W. Star Busmann.
Menurut Pitlo

“Notaris berwenang atas permintaan. dari yang berkepentingan
memberikan prosse dari aktanya. Grosse dari akta notariil mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan grosse putusan hakim. Dengan
demikian tidak hanya tagihan betupa uang yang dapat dieksekusi
berdasarkan grosse akta notariil, akan tetapi juga tuntutan (vordering)

Jain, misalnya tuntutan untuk menyerahkan benda bergerak.”®

Senada dengan Pitlo, Star Busmann menyatakan bahwa,

*... tidak ada alasan untuk membatasi bahwa hanya akta notariil di mana
tertulis adanya perikatan untuk membayar sejumlah uang yang dapat
dieksekusi. Pasal 436 Rv Belanda (Pasal 440 Rv Indonesia) menyatakan
bahwa sama dengan putusan hakim yang tidak mengenai tuntutan
sejumlah uang, sejauh putusan hakim tersebut dapat dieksekusi, maka
akta otentik seperti itu juga dapat dieksekusi.”’

Pendapat kedua ini lebih sempit dari pendapat pertama perbedaan dengan
pendapat pertama, menurut pendapat kedua akta notariil yang dapat
dikeluarkan grossenya hanya yang berisi suatu tuntutan, baik tuntutan
sejumlah uang maupun selain uang.

Selanjutnya Star Buswiann menyatakan

20 Dja’is, op. Cit, Alm. 29.
1 Ibid, him. 29.
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“Jika tuntutan tersebut berupa sejumlah uang, maka menurut Pasal 436
BRv jumlah nang yang tercantum dalam akta tersebut tidak harus pasti,
melainkan cﬁkup dapat dipastikan, seperti halnya jika dalam suatu kredit
hipotek telah dijanjikan bahwa mengenai jumlah uang yang harus dibayar

oleh debitur, ia harus meneri junlah yang dibukukan oleh kreditur

pemberi kredit”.*

Pendapat ketiga

Pendapat ketiga mendasarkan diri pada Pasal 440 RV Indonesia (Pasal
436 Rv Belanda) yang telah mengalami perubahan berdasarkan Stb.
1908-522. Sebelum perubahan, bunyi Pasal 440 Rv adalah sama dengan
bunyi Pasal 224 IR (yang dengan Stb. 1941-44 menjadi HIR). Perubahan
tersebut antara lain berupa penambahan ayat 2 dalam Pasal 440 Rv
Indonesia yang berbunyi;

“(Gubernur Jenderal berwenang, dalam hal-hal yang dipandang berguna,
memperluas berlakunya ketentuan dalam pasal ini sampai semua akta

otentik).

Pendapat ketiga dikemukakan oleh P. Vellema. yang di Indonesia ditkuti
oleh GSH. Lumban Tobing, Soegondo Notodisoerjo dan Tan A Sioe.
Berdasarkan ketentuan Pasal 440 (2) Rv Indonesia P. Vellema
berpendapat bahwa,

“Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 440 Rv kepada Gubemur
Jenderal untuk memperluas ketentuan-ketentuan yang disebut dalam
pasal tersebut diperluas dengan semua akta otentik sebelum perubahan
Sth. 1908 No. 522, dipergunakan terhadap;

a. grosse perjanjian sewa-menyewa khusus untuk pemasukan negara;

2 bid. him. 30.

frn LB Y s wiily
G Fistan oubip)
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grosse dalam bentuk eksekutorial yang diberikan oleh juru lelang;

c. suorat paksa untuk pemungutan bermacam-macam pajak;

salinan besluit-besluit yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara di
mana juru lelang dan pegawai yang ditugaskan untuk itu yang
.dinyatakan terlambat, diwajibkan membayar kerugian yang
diderita negara;

grosse pembebanan cogstverband.

Menurut Lumban Tobing, sejak diubahnya Pasal 440 Rv dengan Stb.

1908-522 maka;>

“selain akta pengakuan hutang dan kontrak pacht (sewa menyewa

khusus) milik pemerintah, dapat juga dikeluarkan grosse untuk

dipergunakan sebagai eksekusi, yakni dari,

.

Perjanjian jual beli barang-barang tidak bergerak dan bergerak,

yang harga penjualan seluruhnya atau sebagian belum dilunasi;

. Perjanjian sewa-menyewa mengenai barang tidak bergerak dan

bergerak yang sewanya tidak langsung dibayar lunas;

Surat wasiat mengenai legaat, berupa vang yang masih harus
dibayarkan;

Perjanjian pemborongan yang harga borongannya seluruhnya atau
sebagian belum dibayar;

Pemisahan dan pembagian barang-barang warisan karena
kelebihan pembagian yang belum diperhitungkan dan karenanya
masih terhutang;

Akta pendirian persekutuan, perseroan di bawah fima, atau
perseroan terbatas, apabila perseronya mengikat diri untuk
memasukkan dalam perseroan dalam jangka waktu yang
ditentukan;

Akta borgtocht (jaminan perseorangan)

 Tobing, op. Cit, hal 45
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Dibandingkan dengan pendapat pertama (dari C.W. Melis dan Lumban
Tobing) serta pendapat kedua dari Pitlo dan Star Busmann), pendapat
ketiga ini lebih sempit. Menurut pendapat ketiga, hanya akta notariil
yang berisi tagihan yang berupa uang saja yang dapat dikeluarkan

grossenya.

Pendapat Keempat

Ketiga pendapat tentang akta apa saja yang dapat dikeluarkan grossenya
tersebut di atas, mendasarkan diri pada ketentuan di luar Pasal 224 HIR.
Selain ketiga pendapat tersebut, terdapat pendapat keempat yang
menyorott grosse akta notariil berdasar Pasal 224 H.IR., Penganut
pendapat keempat ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Sunarjati Hartono, [skandar Oeripkartawinata, dan M. Yahya Harahap.
Menurut pendapat keempat, grosse akta yang mempunyai eksekutorial
hanyalah grosse akta hipotik (khusus untuk tanah sebagai jaminan adalah
sertifikat hipotik) dan grosse akta pengakuan hutang (grosse surat
hutang, notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR.

Mengenai akta notariil apa saja yang dapat dikeluarkan grossenya,
pendapat keempat ini tidak menyebut secara rinci. DBatasan yang
diberikaﬂ oleh pendapat keempat ini hanyalah yang menyangkut grosse
akta notariil yang dapat dicksekusi. Dengan demikian menurut pendapat
keempat, notaris tidak dilarang mengeluarkan grosse akta notariil selain

grosse akta pengakuan hutang, namun walaupun tercantumkan sebagai
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kepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA" grosse akta notariil yang demikian iﬁi tidak
mempunyai kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi, maka
kreditur pemegang grosse akta notariil yang demikian itu tidak dapat
langsung mohon eksekusi. Pemenuhan prestasi dari debitur dilakukan

melalui gugatan biasa.

Syarat sahnya grosse akta

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa grosse akta adalah

merupakan salinan atau turunan akta notaris yang memuat titel eksekutorial.

Untuk lebih jelas dalam memahami grosse akta, maka akan diuraikan

tentang ciri-ciri grosse akta sebagai bertkut.

a.

Grosse akta merupakan salinan atau turunan dari suatu akta notans. Hal
ini berarti bahwa grosse akta merupakan salinan atau turunan dari
aslinya (minuta) yang disimpan notaris.

Pada bagian kepala dari grosse akta tercantum titel eksekutorial "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Titel ini yang merupakan ciri yang membedakan antara grosse akta
dengan salinan akta biasa.

Suatu grosse akta mempunyai kekuvatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Maksudnya adalah apabila suatu grosse akta itu akan dimintakan

eksekusinya kepada pengadilan negeri, maka tidak perlu melalu
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prosedur gugatan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu, biaya
dan tenaga, tetapi cukup dengan meminta penetapan/fiat eksekusi dari
Ketua Pengadilan i\fegeri agar grosse akta tersebut dapat dieksekusi.‘

d. Pada bagian akhir dari grosse akta selalu tercantum kalimat;
“Dikeluarkan  sebagai Grosse Pertama kepada dan atas
permintaan.............. tersebut diatas”

Pada minuta akta yang bersangkutan dicatat;
“Grosse Pertama dikeluarkan kepada. dan atas permintaan............
pada hari ini.........., tanggal...........”

¢. Hanyalah notaris, penggantinya sementara atau pemegang sah dari
minuta yang berwenang untuk memberikan/mengeluarkan grosse akta

Bentuk Perjanjian pada umumnya cukup dibuat secara bebas, tetapi
dalam pembuatan grosse akta pengakuan utang memerlukan formalitas
tertentu. Grosse akta pengakuan utang harus dibuat dihadapan notaris
seperti ditegaskan Pasal 224 H.IR.

Menurut Harahap, bentuk grosse akta pengakuan hutang harus
memenuhi syarat material yaitu penyebutan secara pasti besarnya jumlah
hutang. Sekaligus syarat-syarat formal yaitu aktanya harus berbentuk akta
notaris, murni berupa pernyataan pengakuan sepihak dari debitur dan
penegasan yang jelas hubungan grosse akta dengan perjanjian pokok, dan
merumuskan bagian kepala akta dengan KALIMAT "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"* Pendapat

b Harahap, 1995, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, P.T. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, him, 208.
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Harahap ni sesuai dengan Surat Mahkamah Agung
Nomor.213/229/85/[/Um-TU/Pdt  tanggal 16  Aprit 1985 dan
Nomor.133/154/86/I/UM.TU/Pdt tanggal 18 Maret 1986 menyebutkan
Pengertian grosse seperti yang dimaksudkan pada Pasal 224 HL.IR. ialah
suatu akta otentik yang berisi pernyataan pengakuan hutang sepihak dengan
perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan
sejumlah uang tertentu, pada waktu tertentu dan fidak boleh disertai syarat-
syarat perjanjian. Di dalam svatu akta pengakuan hutang yang paling
sederhana biasanya memuat 6 syarat yaitu,

1. Jumlah hutang yang pasti.

2. Suku Buﬁga.

3. Denda

. Tempat pembayaran

n

Lh

. Jatuh tempo (opeisbaarheid)
6. Jaminan

Pasal 41 Ayat 2 Peraturan Jabatan Notaris membernkan ketentuan-
ketentuan mengenai bentuk dari grosse. Grosse adalah salinan (secara
pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-
kata: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MALIA ESA" dan di akhir akta dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai
grosse pertama", dengan menyebut nama dari orang yang atas
permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, artinya terdapat




31

kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dari grosse itu, maka dalam
hal itu grosse tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi. Hanya
dengan grosse yang dibuat &engan mempunyai syarat-syarat bentuk
eksekutorial dapat dilakukan eksekusi tanpa melalui proses perkara biasa.

Kepada setiap orang yang langsung berkepentingan pada akta notaris,
ahli warisnya atau yang mendapatkan hak dapat diberikan suatu grosse akta.
Oleh karena itu di bawah akhir akta ada kata-kata "atas permintaan siapa
grosse 1tu diberikan",

Menurut Pasal 38 dan Pasal 41 Peraturan Jabatan Notaris, notaris
tidak dibatasi wewenangnya hanya untuk memberikan grosse dari akta-akta
yang disebut dalam Pasal 224 H.IR., tetapi berwenang untuk memberikan
grosse dari semua akta yang dibuat dalam minut yang dibuat dihadapannya
dan dari semua jenis. |

Salinan akta pengakuan hutang yang dibuat notaris dan pertama kali
diberikan kepada kreditur dengan kepala "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" disebut grosse
akta pertama. Dalam hal pemberian grosse akta pertama ini tidak
menimbulkan kesukaran, karena dapat diminta kepada notaris dihadapan
siapa akta itu dibuat dan mengenai ofang-orang yang berhak atas pemberian
grosse akta tersebut. Namun ada kemungkinan grosse akta pertama tersebut
hilang atau rusak, sehingga kreditur merasa perlu meminta lagi kepada
notaris.

Berlainan halnya dengan proses pemberian grosse akta yang pertama,
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maka proses pemberian grosse akta yang kedua harus dilakukan déngan

surat perintah pengadilan.

Pemberian grosse kedua ini diatur dalam Pasal 42 Peraturan Jabatan
Notaris yang menyatakan;

Pemberian grosse kedua atau selanjutnya kepada orang yang sama yang
berkepentingan tidak boleh dilaksanakan dengan cara lain daripada yang
ditentukan dalam Burgerlijke rechtsvordering, dengan nacaman hukuman
pemberhentian sementara (schorsing) dari jabatan selama tiga sampai

enam bulan atau dendan sebanyak 500 sampai 1000 golden.

Ketentuan yang tersebut dalam Pasal i diatur dalam Pasal 856
Rechtsvordering, yang berbunyi sebagai berikut;

"Pihak (partif) yang menghendaki grosse kedua atau selanjutnya, harus
mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Rad van Justitie), yang di
dalam wilayahnya penyimpanan dari minutnya bertempat tinggal:
Pengadilan itu dengan surat perintah kepada penyimpannya,
memerintahkan untuk mengeluarkan grass pada hari dan jam yang
ditentukan, dan kepada pihak yang bersangkutan untuk hadir pada waktu
pengeluaran itu; pada penghabisan grass kedua atau selanjumya harus
disebutkan tentang surat perintah itu, dan jumiah uang yang ditagih untuk
mana grosse itu dapat dilaksanakan, jika tagihan itu sebagian telah

dilunasi atau dibayar".

Jadi jika orang memerlukan pengeluaran grosse kedua atau
selanjutnya, maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan
Negeri yang di dalam wilayahnya pejabat yang menyimpan minut dari akta
yang dibuat, grossenya itu bertempat tinggal.

Menurut Siswoko, ada 4 syarat formal agar grosse akta tersebut

mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni;
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1. Grosse akta itu harus berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Di bawah grosse akta harus dicantumkan kata-kata sebagai
Grosse Akta Pertama.
3. Dicantumkan. pula nama orang yang mana atas permintaannya
grosse akta itu diberikan,
4. Dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta tersebut.”
Selain syarat formal harus dipenuhi syarat material yaitu berisi
pengakuan sgjumlah hutang saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
Akta-akta notaril lainnya, walaupun dikeluarkan dalam bentuk grosse
akta dengan BERKEPALA "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan di bawah akhir akta dituliskan
kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama dan dicantumkan pula nama
yang memintanya dan tanggal pemberian gross'e akta itu, tetapi grosse akta
demikian itu sama sekali tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dengan
perkataan lain tidak sama kedudukannya dengan putusan hakim yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga akta yang dimaksud ini
tidak langsung dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara/gugatan di
Pengadilan Negeri.
| Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa suatu grosse akta tidak
cukup hanya dengan syarat formal antara lain "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", tetapi harus

3 Siswoko, Grosse Akta Dalam Pelaksanaannya, Media Notariat, No. 3 Tahun 1 Oktober 2001, him 28.
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mengandung syarat material tentang pengakuan hutang,

Selain harus memenuhi syarat formal dan material, suatu grosse akta
baru akan mempunyai kekuatan eksekutorial juga harus memenuhi adanya
jumlah hutang yang pasti dan merupakan pernyataan sepihak dari debitur,
sebagaimana dinyatakan Mahkamah Agung dalam Surat Nomor.
213/229/85/T1/Um-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 dan
Nomor.133/154/86/I/UM.TU/Pdt  tanggal 18 Maret 1986.  Untuk
mengadakan penilaian mengenai syarat sahnya grosse akta perlu ditinjau
Pasal 67 dan Pasal 440 Reglement op de Rechtsvoordering (Rv). Pasal 67
Rechtsvoordering menyatakan sebagai berikut;

"Semua voonis yang memberikan kewajiban timbal balik kepada kedua
belah pihak atau yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
untuk kedua belah pihak, dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak
untuk kepentingannya".

Apa yang tersebut dalam Pasal 67 Rv tersebut di atas sesungguhnya
merppakan pokok dari wewenang yang diberikan oleh Undana-Undang
kepada mereka masing-masing yang sudah mendapatkan vonis yang bersifat
timbal balik untuk melaksanakan vonis itu, atau dengan lain perkataan untuk
mengadakan eksekusi. |

Apabila Undang-Undang memberikan kekuvatan eksekusi kepada
grosse akta, maka kekuatan eksekusi itu menurut pendapat penulis
bersumber pada ketentuan Pasal 67 Ry tersebut di atas.

Ini berarti bahwa grosse dari akta notaris yang memenuhi syarat yarig

formal mempunyai kekuatan eksekusi sama halnya dengan vonis
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pengadilan, sehingga tidak perlu diadakan proses perkara dimuka
pengadilan.

Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, maka berdasarkan tata
hukum di Indonesia akan dapat terlaksana dengan cepat yang sebenarnya
dikehendaki sendiri oleh pihak-pihak pada saat perjanjian utang piutang

dibuat.
Pemberian/penyerahan grosse akta.

Pemberian grosse, salinan dan atau kutipan dari akta notaris adalah
penting, sebab minut akta dari setiap notaris harus tetap disimpan oleh
notaris. sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Jabatan Notaris. Pasal
39 Peraturan Jabatan Notaris, menyatakan sebagai berikut;

"Kecuali dalam hal surat wasiat olografis (ditulus dengan tangan) yang
distmpan oleh notaris, maka notaris dengan alasan apapun juga tidak
boleh melepaskan minut, selainnya dalam hal-hal dan dengan cara yang
ditetapkan dalam perundang-undangan urnum.

Pelanggaran ketenfuan ini untuk pertama kali dikenakan pemecatan
sementara (schorsing) selama tiga sampai enam bulan atau denda 1000
sampai 5000 gulden, dan apabila hal itu dinlangi tagi dikenakan hukuman

pemecatan dari jabatannya".

Berdasarkan bunyi Pasal 39 Peraturan Jabatan Notaris ini, dapat
disimpulkan bahwa minut dari akta notaris tetap disimpan oleh notaris dan
tidak akan diberikan kepada siapapun juga selain menurut tata cara yang
ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan umum dengan

pengecualian terhadap minut akta dari surat wasiat olografis.
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Pasal 38 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris mengatakan, bahwa notaris
diber1 wewenang, untuk mengeluarkan grosse, salinan dan kutipan akta-akta
yang dibuat dihadapannya.

Dalam grosse harus seialu berisikan nama atas permintaan siapa dan
hari apa penyerahan itu dilakukan. Pencantuman demikian harus juga
dilakukan pada minut akta itu dan ditandatangani oleh notaris.

Pemberian/penyerahan grosse akta diatur secara tegas dalam Pasal 41
Peraturan Jabatan Notaris isi dari Pasal 41 ini telah penulis uraikan dimuka
pada bagian ketentuan-ketentuan yang mengatur grosse akta.

Menurut Tobing, berdasarkan peraturan perundang-undang yang
berlaku, notaris berwenang, bahkan wajib até.s permintaan dari yang
berkepentingan untuk memberikan grosse, tidak hanya dari akta yang
dimaksud dalam Pasal 440 Rechisvordering dan Pasal 224 H.IR., akan
tetaﬁi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau dihadapan notaris
itu tidak tergantung apakah grosse itu dapat dipergunakan untuk tujuan
eksekusi atau tidak. Dapat tidaknya dilakukan eksekusi berdasarkan grosse
itu tergantung dari penilaian dan keputusan hakim sepanjang yang
menyangkut grosse yang tidak disebut Pasal 224 H.LR. dan Pasal 440
Rechtsvordering.”

Berpangkal tolak dari uraian di atas jelaslah apa yang dimaksud
dengan grosse akta pertama, yakni salinan dari akta notaris dengan memuat

di atas judul akta kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

2 Tobing, op. Cit, hlm. 253-254,
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KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dibagian bawah akhir akta
dicantumkan kata-kata '"Diberikan sebagai grosse pertama, dengan
menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan
dan tanggal pemberiannya.

Dalam minut akta yang disimpan notaris yang bersangkutan tidak
memuat kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA" dan notaris yang bersangkutan harus menuliskan
dibagian bawah akhir akta kata-kata "Grosse Pertama dikeluarkan kepada
dan ata§ permintaan .......... pada hari ini, .............. tanggal ...

Pasal 42 Peraturan Jabatan Notaris, melarang notaris memberikan
grosse kedua dan seterusnya, dengan ancaman hukuman pemecatan
sementara, atau denda terhadap notaris yang bersangkutan, selain dengan
yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Pasal 856 Rechisvordering. notaris hanya boleh memberikan
grosse kedua dan seterusnya, jika untuk itu telah ada perintah dari
pengadilan.

Maksud dan tujuan dari Pasal 42 Peraturan Jabatan Notaris ini adalah
untuk adanya kepastian hukum dan ketertiban hukum bagi para pihak dalam
akta maupun bagi pihak ketiga.

Jika dikeluarkan grosse kedua, maka dibagian bawah setelah akhir
akta dicantumkan kata-kata " Dikeluarkan sebagai Grosse Kedua kepada
dan atas permintaan berdasarkan kekuatan Surat perintah Pengadilan Negeri

di............ tertanggal....... Nomor ........ dengan dihadiri oleh sebagai
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yang berkepentingan dan dapat dilakukan untuk sejumlah uangRp............

Pada minut akta yang disimpan notaris, pada bagian bawah setelah

akhir akta dicantumkan kata-kata "Grosse Kedua telah dikeluarkan pada

hari 1ni tanggal ................ kepada dan atas permintaan dari berdasarkan

Surat perintah Pengadilan Negeri di dengan dihadiri oleh sebagai yang

berkepentingan dan dapat dilakukan untuk sejumlah uang sebesar

C. Kekuatan pembuktian grosse akta

Setiap akta Notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian ialah

1.

kekuatan pembuktian yang luar (uitwendige bewijskracht), ialah syarat-
syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akta notaris dapat
berlaku sebagai akta otentik,

kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht), ialah kepastian
bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul
dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang
menghadap.

kekuatan pembuktian materiii (materiele bewijskracht), ialah kepastian
bahwa apa yang disebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah
terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat
hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya
(tegenbewijs).

Menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa
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kekuvatan suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya. Pasal 39 Peraturan
Jabatan Notaris menyatakan, bahwa minut akta notaris harus tetap disimpan
oleh notaris dan tidak akan diberikan kepada siapapun selain dalam hal-hal
yang ditetapkan dalam perundang-undangan umum.

Berhubung kekuatan pembuktian suatu akta pada aslinya (minut),
sedangkan asli dari akta notaris tidak pernah memuat kata-kata "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Notaris selaku pemegang minut diberi wewenang atau bahkan diwajibkan
untuk memberikan grosse dan salinan dari akta-akta yang dibuatnya.

Tujuan utama pembuatan akta otentik adalah untuk dapat
dipergunakan sebagai alat pembuktian dari grosse dan salinan akta notaris
tersebut. Menurut Pasal 302 Ayat 1 Rbg yang mengatakan, bahwa grosse--
grosse dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti setaraf
dengan akta aslinya, dengan demikian jelaslah bahwa grosse akta sedikit
berbeda dengan akta aslinya, sebab pada akta aslinya (minut) tidak dijumpai
kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA" yang terdapat pada grosse mempunyai kekuatan pembuktian
yang sama dengan akta aslinya.

Karena grosse akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama
dengan akta aslinya (minut), maka grosse akta juga merupakan bukti yang
sempurna bagi Para pihak dalam akta dan para ahli warisnya serta sekalian
orang yanig mendapat hak darinya.

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bahwa setiap akta otentik
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pada hakikatnya mempunyai kekuataq pembuktian yang dapat dibedakan
tiga jenis, yaitu kekuatan pembuktiém lahir (luar), kekuatan pembuktian
formal dan kekuatan pembuktian materiil, maka grosse akta juga memiliki
ketiga jenis kekuatan pembuktian tersebut.

Grosse akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (luar), berarti suatu
surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, harus
dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya.

Dengan kekuatan pembuktian formal. dimaksudkan bahwa si
penandatangan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar
seperti apa yang dinyatakannya, Dalam. hal grosse akta, tanda tangan dari

notaris yang mengeluarkan grosse akta itu sebagai pejabat penyimpan dari

mana akta dari grosse tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap '

orang, bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam grosse akta itu sesual
dengan minutnya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta tersebut.
Dengan demikian grosse akta itu sebagaimana aslinya juga memuat
kekuatan pembuktian formal.

Mengenai kekuatan pembuktian materiil adalah berkaitan dengan
segala sesuatu yang dinyatakan atau diterangkan dalam akta itu. Hal int
berkaitan dengan kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam
akta itu. Karena akta itu otentik, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu

berilaku sebagai yang benar dan mempunyai kepastian yang benar dan




4]
menjadi‘ bukti yang sah di antara pihak-pihak dan sekalian para ahli

warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak darinya tentang apa yang

dimuat dalam akta itu. Berhubung grosse akta adalah salinan akta notaris
dengan bentuk khusus yang ditentukan dalam undang-undang dan
] dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minutnya, maka grosse akta

mempunyai kekuatan pembuktian materiil.




BAB 1l
METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis,
yakni penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma atau
kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan secara yuridis merupakan upaya-upaya untuk menemukan
hukum inconcreto.”’

Adapun yang menjadi permasalahan dalam objek penelitian ini adalah
bentuk perjanjian hutang piutang dan tindakan apa yang diberikan oleh
Bank (kreditur) terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya,
peranan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hutang pitang dan grosse
akta pengakuan hutang kekuatan eksekutorial dari grosse akta, faktor-faktor
apa yang menghambat eksekusi grosse akta dan sejauh mana eksekutorial
dari Grosse akta pengakuan hutang, benar-benar dapat merealisasikan hak
pemohon eksekusi artinya penelitian akan dilakukan terhadap pihak-pihak
yang berhubungan dengan grosse akta antara lain adalah Pengadilan,

Notaris, Advokat dan Bank-bank yang digunakan sebagai sampel.

27 Rony Hanitidjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Yurimeiri, Ghalia Indonesia Jakarta,

hal. 12
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B. Teknik sampling

Penentuan subjek penelitian dalm penelitian ini dilakukan dengan cara

purposive, disebut purposive karena subjek penelitian dikelompokkan

berdasarkan keterlibatan mereka dalam pembuatan dan pengeluaran

grosse akta maupun pelaksanaan eksekusinya, dan nara sumber yang

dianggab mampu memberikan pandangan mengenai grosse akta.

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga, maka terhadap

kelompok subjek penelitian yang jumlahnya banyak diambil beberapa

saja sebagai sampel.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka subyek penelitian meliputi;

1. Sabjek yang membuat perikatan atau perjanjian yaitu,

a.

Bank;

Bank dijadikan subjek penelitian karena bank dapat mewakili
kreditur, Bank yang dijadikan subjek penelitian adalah bank
swasta. Jumlah Bank yang ada di Kota Semarang adalah
sebanyak 30, dari jumlah tersebut yang akan diambil sebagai
sampel adalah 4 Bank, pemilihan sampel ini dilakukan secara
random dengan cara undian.

Notaris di Semarang.

Notaris yang membuat perjanjian hutang piutang, berdasarkan

- data yang diperoleh jumlah notaris yang ada di Kota Semarang

berjumlah 125 orang dari jumlah tersebut yang akan diambil

sebagai sampel adalah 10 Notaris, pemilihan sampel ini
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dilakukan secara random dengan cara undian.
2. Sabjek yang melaksanakan eksekusi yaitu;
a. Pengadilan Negeri Semarang,
Pengadilan dijadikan subjek penelitian karena dalam melakukan
eksekusi grosse akta pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan,
berhubung jumlah Pengadilan Negeri Semarang hanya ada satu
maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang langsung
dijadikan daerah survai lapangan |
b. Advokat dan Pengacara
Advokat adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi
grosse akta, berdasarkan data yang diperoleh jumlah advokat
dan pengacara yang ada di Kota Semarang berjumlah 567 orang
dari jumlah tersebut yang akan diambil sebagai sampel adalah 7
orang, pemilihan sampel ini dilakukan pada Advokat dan
Pengacara yang telah pernah menangani kasus mengenai grosse

Akta.
Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis, Tipe
penelitian yuridis ini dipilih karena penelitian ini juga mencari data primer.
Data primer diperoleh langsung dari sumber yang telah ditentukan.

Dikatakan yuridis empiris karena penelitian ini menelaah data-data yang

" berasal dari peraturan-peraturan yang ada.
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D. Jenis Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, titik berat penelitian tertuju pada
penelitian kepustakaan terutama di bidang hukum dan tidak bermaksud
menguji hipotesa, karena itu bahan-bahan yang dipergunakan adalah bahan
hukum primer, sekunder dan tertier.”®
a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kombinasi kuesioner

dengan subyek penelitian Pengadilan Negeri, Bank-bank, Notaris, serta

Advokat.

b. Data sekunder ini berupa;

1. Bahan hukum primer, yaitu grosse akta pengakuan hutang, HLR.,
Peraturan Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Surat Mahkamah Agung tertanggal 16  April 1985,
Nomor.213/229/85/1I/Um-Tu/Pdt, surat tertanggal 18 Maret 1986
Nomor. 133/154/86/I1/Um-Tu/Pdt dan surat tertanggal 1 April 1986
Nomor.147/168/86/Um-Tu/Pdt, dan peraturan-peraturan
perundangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Bahan hukum sckunder, yaitu tulisan-tulisan tentang hukum seperti

buku-buku, makalah, majalah, kertas kerja dan lain-lain yang

28 Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjanan Singkat,
C.V., Rajawali, Jakarta, hal 39.
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berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Bahan hukum tertier, yaitu kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara
mempelajari buku-buku, makalah, majalah, artikel, desertasi atau tesis
serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Studi Dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara
pengumpulan dan mempelajari serta menelaah dokumen-dokumen
hukum yang berupa grosse akta pengakuan hutang, Putusan Pengadilan
dan yurisprodensi, Surat Edaran/Fatwa Mahkamah Agung bahan-bahan

tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Survai Lapangan

Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) dilakukan dengan cara mengadakan tanya
jawab secara langsung dengan responden yang telah ditentukan atau
pertanyaan yang sudah terstruktur, data ini ditujukan untuk mendukung
data primer.

Kuesioner

Terhadap masing-masing kelompok subjek penelitian diajukan
kuesioner yang berbeda satu sama lainnya, disesuaikan dengan

keterlibatan mereka dalam pembuatan dan pengeluaran grosse akta,




47

maupun pelaksanaan eksekusinya.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung data primer
dianalisa dengan metode kualitatif. Hal ini erat kaitannya dengan tipe
penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif*

Adapun hasil penelitian dan analisis ini dilakukan dengan metode
kualitatif dan akan mengkaji masalah secara rinci dan mendalam atas suatu
permasalahan berdasarkan praktek yang berkaitan dengan kekuatan eksekusi -

grosse akta pengakuan hutang bank.
Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tetap mengacu pada norma-norma
yang berlaku, diakui memang ada tesis atau tulisan yang mengangkat
persoalan mengenai grosse akta seperti yang pernah dibuat oleh Moch.
Dja’is, SH, M.Hum., dan mungkin dari penulis lainnya namun, terdapat
perbedaan dalam hal persoalan yang dibahas dan tahun saat penelitian
dilakukan, serta aplikasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Arti dengan ini
penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri.
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak

diterbitkan dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

29 Maria SW Soemardjono, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakaria, hal. 28




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan, terdapat 30 Bank Swasta yang ada di
Kota Semarang, 29 Bank merupakan Bank Cabang, 1 Bank berkantor pusat dan
berkantor cabang di kota Semarang, 3 Bank merupakan bank Asing. 30

Kantor Cabang yang dimaksudkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 adalah
Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank

yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang

tersebut melakukan usahanya.
A. Bentuk Perjanjian Hutang Piutang Oleh Bank

Fungsi Bank adalah menyalurkan dana pada masyarakat maka bank
memberikan pinjaman pada nasabahnya, dalam pelaksanaannya bank dalam
memberikan pinjaman selalu membuat perjanjian dengan para debiturnya. >

Pendapat dari Purnomo Lebani merupakan sebagian dari pengertian
dari bank dimana berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang
diharapkan sebagai landasan hukum bagi sistem perbankan nasional dan akan
lebih sesuai dengan perkembangan keadaan serta tantangan yang dihadapi,
dimana dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

30 Rank Indonesia, Bagian Pemeriksaan Bank.
31 purnomo Lebani, S.E., Kepala Bagian Kredit Bank Lippo, Wawancara tanggal 20 Juni 2002.
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Mengacu pada hal diatas yaitu “menyalurkan” dana padé masyarakat
maka bank memberikan pinjaman pada nasabahnya, dalam pelaksanaannya
bank dalam memberikan pinjaman selalu membuat perjanjian dengan para
debiturnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 18 UU No. 10 Tahun
1998, dimana nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian dua pihak yang
dilakukan dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Di dalam hukum materiil
suatu perjanjian timbul setelah terjadi penyesuaian kehendak, dengan
terjadinya perjanjian maka terjadilah perikatan yang menimbulkan hak dan
kewajiban.”

Perjanjian hutang piutang dapat diartikan sebagai suatu hubungan
hukum antara bank sebagai kreditur dengan debiturnya yang timbul akibat
persesuaian  pernyataan kehendak untuk mengadakan hutang piutang di
antara keduanya.”

Mengenai penuangan perjanjian hutang piutang bagi kalangan bank,
tidak semua bank melakukan menuangkan perjanjian hutang piutang dalam

bentuk akta otentik, pada umumnya bank membuat pengikatan hutang

32 Quyanto, SH, Indrijadi, SH, Notaris dan PPAT, Wawancara tanggal 15 Mei 2002.
3 Wiryolukito, SH, Advokat dan Pengacara, Wawancara tanggal 1 September 2002.
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piutang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, dimana formatnya telah
disediakan oleh bank, kemudian selanjutnya ada juga yang meminta legalisasi
‘pada notaris.>*

Bank Lippo menuangkan pengikatan hutang piutangnya dengan akta
otentik kecuali pada perjanjian hutang piutang yang menggunakan jaminan
deposito yang ada pada Bank Lippo sendiri.*®

Pada umunya bank yang menuangkan perjanjian hutang piutang
dengan akta otentik adalah untuk perjanjian hutang piutang yang baru, namun
ada yang menuangkan semua pengikatan hutang piutang dengan akta otentik.

Penuangan bentuk perjanjian hutang piutang oleh bank juga sangat
dipengaruhi oleh kredibititas debitur, dimana hutang piutang didasarkan juga
kepada kepercayaan terhadap kreditur yang bersangkutan. Pihak bank dalam
hal ini selalu berpatokan pada aturan yang telah disebutkan dalam UU No. 10
tahun 1998 dimana dalam Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan dalam memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasit hutanginya
atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjian,
hal ini karena dalam menjalankan usahanya perbankan berazaskan demokrasi
ckonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana termuat

dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992. Dari hasil penelitian semua bank

34 Muhammad Hafid, SH., Notaris dan PPAT, wawancara tanggal 3 Juni 2002
3 purnomo Lebani, S.E., Kepala Bagian Kredit Bank Lippo, Wawancara tanggal 27 Juni 2002
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melakukan penilaian terhadap debiturnya, dan pedoman yang digunakan pada

setiap bank hampir sama yartu:

1.

Watak debitur

' Hal ini didasarkan pada hubungan yang terjalin antara bank dengan

debitur yang bersangkutan, atau dapat juga didasarkan pada informasi
yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya, sehingga bank
dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan

tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

. Kemampuan debitur

Dalam hal ini bank harus meneliti kemampuan dari debitur dalam
bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur, sehingga
bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit
tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

Modal Bank sendiri

Dalam hal ini bank harus juga melakukan analisis terhadap posisi
keuangan secara menyeluruh, bail% untuk masa lalu maupun yang akan
datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur
dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang
bersangkutan.

Jaminan

Dalam hal ini bank menilai barang-barang proyek atau hak tagih yang

dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat

~ perharga atau garansi resiko yang dijadikan jaminan tambahan,

‘&j.; ¢ SRl b e ‘5&&%?9
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apabila cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunaéi
kreditnya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung
pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.

5. Prospek usaha debitor

Bank terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar di

dalam maupun di luar negeri baik untuk masa yang telah latu maupun

yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran hasil
proyek atau usaha debitur dibiayai dengan kredit bank yang
bersangkutan.

Kelima penilaian tersebut sangat diperhatikan sekali oleh pihak Bank
pada umumnya bank telah mempunyai bagian analisis kredit, yang
berkewajiban langsung melakukan penelitian pada calon debitor.

Dari kelima pedoman yang digunakan oleh bank dalam menilai para
debitornya, hal yang paling sangat dominan sekali adalah masalah jaminan,
dimana sekarang dan bank yang menjadi sampel penelitian semuanya
menghendaki jaminan dari debitornya pada saat perjanjian hutang piutang
atau bank memberikan kredit/pinjaman.

Pada kondisi sekarang memang diakui bahwa debitor setiap bank
mengalami penurunan. Penurunan dipicu oleh krisis ekonomi, bunga bank
yang tinggi dan sangat hati-hatinya bank dalam memberikan pinjama_m36

Walupun menurut ketentuannya perjanjian hutang piutang dapat

dibuat secara lisan, namun kalangan perbankan perjanjian hutang piutang

3% pramugia, SH, Advokat, Wawancara tanggal 20 Juni 2002.
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selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk
perjanjian lisan dalam dunia perbanka;l akan melngganggu tertip administrasi.

Pemberian hutang merupakan perjanjian yang rill, dimana pemberian
hutang merupakan pelaksanaan perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian

hutang piutang yang telah dibuat.

B. Tindakan yang diberikan pada debitur yang tidak memenuhi

kewajibannya

Dalam suatu pengikatan hutang jika debitur tidak memenuhi
kewajibannya, maka pihak bank harus mengambil tindakan-tindakan agar
debitur dapat menyelesaikan kewajibannya, pada umumnya semua bank
mengambil tindakan;

1. Terlebih dahulu memberikan teguran atau peringatan terhadap
debiturnya.

2. Apabila bank merasa ada itikat baik dari debiturnya (memberikan
tanggapan yang baik terhadap teguran yang diberikan), dalam hal ini
bank juga berusaha mencari penyebab debitur tidak memenuhi

. kewajibannya, kemudian dapat memberikan beberapa jalan keluar
antara lain;
a. bimbingan usaha,
b. restrukturisasi fasilitas kredit dalam hal ini dapat juga
¢. memberikan tambahan hutang,
3. Jika pihak bank merasa ragu, maka apabila ada jaminan maka

langsung dipasaﬁgkan hak tanggungannya.
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Ketentuan diatas juga menggambarkan pihak bank juga memberikan
toleransi kepada debiturnya, hal ini jelas sekali terlihat dari butir 2, bank
terlebih dahulu mencari penyebab debitur tidak memenuhi kewajibannya
tersebut. Hasil dari tinjauan ini kemudian dipergunakan sebagai dasar
tindakan bank selanjutnya agar dapat memberikan tindakan yang tepat
terhadap krediturnya.

Berdasarkan data di lapangan, diperoleh data bahwa penyebab debitur
tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut sangat bervariasi, oleh karena
itu tindakan vang diberikan oleh bank juga berdasarkan pada tinjauan
tersebut.

Apabila usaha awal atau langkah awal yang diambil oleh bank tidak
memenuhi harapan yang diinginkan atau debitur tidak dapat juga memenuhi
kewajibannya maka pihak bank menilai terjadi kredit macet. Pada umumnya
tidakan yang diambil oleh pihak bank dalam mengatasi kredit macet ini
a.dalah;37

1. Mengambil benda jaminan untuk membayar hutang, dapat berupa
menjual demi pelunasan hutang.

2. Mengambil benda jaminan untuk membayar hutang dengan
permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

3. Minta dibuat grosse akta ke Notaris dan permohonan eksekusi pada

Ketua Pengadilan Negeri. |

4. Mengajukan perkara ke Pengadilan Negen

3 Wirdjolukito, SH, CN., IGN. Eddy Cahyo Santoso, SH.., Advokat dan Pengacara, Wawancara tanggal I
September 2002
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C. Peran notaris dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang.

Notaris sebagat pejabat umum perﬁbuz;t akta diakw secara yuridis,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement
op het Notarisambt in Nederlands Indie), Ordonansi 11 Januari 1860, termuat
dalam Staatsblaad Nomor. 3 Tahun 1860.

Salah satu tugas dan kewajiban notaris adalah membuat akta otentik,
karena notaris adalah pejabat umum, keotentikan ini rnéngacu pada pasal
1868 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).*

Jika diperhatikan pemyataan Tri Joko, Zulaicha dan Theresia diatas
maka secara tegas, tugas dan kewajiban notaris diatur dalam Pasal 1
Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan “Notaris adalah pejabat umum
yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik, mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan
umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan
dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan
aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan noﬁﬁs disebut akta otentik
memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang

mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang

38 Tej Joko Subandrio, SH., Zulaicha, SH, Theresia Kurniawati. X. SH, Notaris ¢an PPAT,
Wawancara tanggal 29 Mei 2002 :
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| dimuat dalam akta itu. Kebenaran dari isi akta otentik itu harus diterima

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna, maka pihak-pihak yang mengikatkan
diri dalam perjanjian memeriukan jasa notaris unfuk membuat akta yang
mereka perlukan.

Notaris selain membuat akta otentik baik oleh atau dihadapannya,
berwenang piﬂa melegalisasi tanda tangan serta mendaftar (waarmerken)
akta-akta dibawah tangan pada buku register notaris.

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta sangat diperlukan dalam
pembliatan perjanjian-perjanjian  yang menyangkut usaha perbankan
khususnya perjanjian pinjam uang kredit dan akta pemberian jaminan.39

Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya mendasarkan
kepada asas-asas perbankan yang sehat dengan memperhatikan beberapa
aspek pokok antara lain, scbagai perusahaan harus dapat memperoleh
keuntungan dari usahanya agar dapat terus meningkatkan peranannya dan
pelayanannya dibidang perbankan, sebagai sarana moneter dan sarana
pembangunan harus ‘dapat menunjang ketentuan-ketentuan moneter dan
pembiayaan dalam rangka pembangunan sebaik-baiknya.

Jenis pinjaman yang diberikan suatu bank, dibedakan antara jumlah
pinjaman yang pasti dan jumlah pinjaman yang tidak pasti yaitu jumlah

pinjaman yang diambil debitur sesuai kebutuhannya.

¥ Sunyanto, SH., Bagian Kredit BCA, St Hadini Socjodjo, SH, Niken Puspita Rini, Notaris dan
PPAT, wawancara tanggal 25 Mei 2002
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Pinjaman yang jumlahnya tidak pasti yaitu pinjaman hanya
menyebutkan jumlah maksimum utangnya. Pinjaman ini dengan
menggunakan sistem rekéning koran (R.C), yaitu jumlah pinjaman yang
diambil tergantung dari kebutuhan debitor.*

Pinjaman dengan sistem rekening koran dalam praktek notariat dibuat
akta perjanjian kredit dan untuk pinjaman yang jumlahnya sudah pasti akan
dibuat akta pengakuan utang.

Akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil merupakan
perjanjian yang bersifat dua pihak yaitu antara debitur dan kreditur (Bank)
dengan disertai syarat-syarat perjanjian antara lain, bunga, denda dan lain
sebagainya.

Bank tersebut dapat berupa bank-bank badan usaha milik negara yang
berbentuk Persero maupun bank swasta.

Pada umumnya bank dalam proses pemberian fasilitas kredit
menempuh dengan perjanjian kredit di bawah tangan kecuali untuk
pengikatan jaminan berupa tanah/bangunannya dengan akta pembebanan hak
tanggungan yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.AT)
dan diikuti dengan pendaftaran pada Kantor Pertanahan. Oleh Kantor
Pertanahan dikeluafkan Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai
kekuatan eksekutorial.

Beberapa bank dalam memberikan fasilitas kredit lebih dar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menempuh perjanjian kredit

40 [gnatius Ridwan Widyadharma, Advokat dan Pengacara, Wawancara tanggal 27 juni 2002. Puspo Adji,
SH, CN, Advokat dan Pengacara, Wawancara tanggal | September 2002.




58
secara notariil dan pengikatan jaminannya dibuat pula dengan akta otentik.
Untuk pemberian pinjaman dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
oleh Bank ditempuh dengan akta dibawah- tangan yang dilegalisasi oleh
Notaris.

Namun ada bank yang membuat semua perikatan hutang piutangnya
dengan akta notaris, dari data dilapangan diperoleh bahwa bank Lippo
membuat perikatan dengan akta otentik, hal ini juga dipengaruhi dimana bank
Lippo selalu meminta jaminan pada debiturnya, kecuali apabila jaminan
adalah deposito nasabah Bank Lippo sendiri hal ini dikarenakan bersifat
interens.*’

Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris berarti adanya
pengakuan terhadap akta tersebut oleh si penandatangan, karena Undang-
Undang menjamin akan kepastian tanda tangannya.

Jadi akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi berarti sah mengenai;
1. isinya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.
2. yang menandatangani akta benar-benar orang yang bersangkutan.
3. tanggalnya dibuat pada waktu ditandatangani.

Oleh karena itu akta dibawah tangan yang dilegalisasi mempunyai
kekuatan pembuktian seperti halnya dalam akta otentik perihal tanda langan
para pihak, yaitu setiap orang yang menyangkal tanda tangan yang
dibubuhkan dalam akta dibawah tangan, maka pihak lawan harus

membuktikan sebaliknya.

4 purnomo Lebani, S.E., Kepala Bagian Kredit Bank Lippo, Wawancara tanggal 27 Juni 2002
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Dalam praktek perbankan walaupun perjanjian kredit hanya
dilegalisasi dan tidak dengan akté otentik tetap mempunyai kekuatan
pembuktian yang kuat tetapi akta dibawah tangan tersebut tidak mempunyai
kekuatan eksekutorial atau dengan kata lain tidak bisa dibuatkan grossenya.

Apabilé terjadi kredit macet,l” maka yang ditempuh oleh bank-bank
yang berbentuk Persero penag.ih’annya dilaksanakan melalui P.L.N.

Cara penagihan kredit‘ macet yang dilakukan bank-bank swasta
dengan menggunakan‘ grosse akta notaris. Grosse akta tersebut dimintakan
fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan grosse
akta merupakan jalan pintas untuk mempersingkat prosedur, sebab tidak perlu
lagi adanya gugatan dengan cara persidangan yang berkali-kali dan memakan
waktu yang lama dan biaya yang besar. |

Oleh karena itu, dikalangan perbankan sangat berkepentingan dengan
cksistensi notaris dalam fungsinya sebagai pembuat akta dalam berbaga
transaksi yang berkaitan dengan operasional bank, diantaranya pembuatan

akta perjanjian kredit, pengakuan utang dan pengikatan jaminannya.
Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

1. Hakekat pelaksanaan eksekusi
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
kepada yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan lanjuatan

dari tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.‘“

41 Hidayat, SH., Panitera Muda Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 24 Juni 2002,
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Suatu perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara kepada
pengadilan  untuk mendapatkaln pemecahan atau  penyelesaian.
Pemeriksaan diakhiri dengan putusan dan putusan tersebut harus dapat
dilaksanakan atau dijalankan dan harus dipatuhi oleh para pihak.

Putusan perkara perdata tidaklah mernpunyai arti bagi pihak yang
dimenangkan, jika setiap putusan hakim tidak dapat dilaksanakan atau
dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu
putusan hakim atau putusan pengadilan adalah adanya kata-kata atau
kalimat pada kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.*

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksankan dalam arti kata
sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan
condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan declaratoir dan
constitutif ~ tidaklah memerlukan sarana-sarana  pemaksa untuk
melaksanakan, karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka
terjadilah akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan darn
pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperiukan sarana-
sarana pemaksa untuk menjalankannya. 3

Qleh karena setiap putusan hakim dalam perkara perdata yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang pasti, kepada pihak yang dimenangkan

42 Rohadi Hartawidjaja, SH, Advokat dan Pengacara, wawancard tanggal 27 Juni 2002
3 Hidayat, SH., Panitera Muda Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 24 Juni 2002.
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dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara
perdata itu diputuskan agar isi dari putusan hakim tersebut dapat
dilaksanakan dan bila perlu dengan jalan paksa apabila pihak yang
dikalahkan tersebut tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan hakim
tersebut.

Jadi pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya
tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk
memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Ada beberapa bentuk pelaksanaan putusan yaitu;*
1. Eksekusi Rill

Eksekusi rill ini adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan

putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau rill.

Jadi eksekusi rill adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada

hasil yang sama seperti apabila dilaksankan secara sukarela oleh

pihak vang bersangkutan. Dengan eksekusi rill ini yang berhak
yang menerima prestasi. Prestasi itu meliputi; pembayaran
sejumlah uang melakukan perbuatan tertentu, tidak berbuat,
menyerahkan benda.

2. Eksekusi Pembayaran

Eksekusi pembayaran ini merupakan pembayaran séjumlah uang

yang didasarkan atas bentuk akta gunanya untuk melakukan

pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan

“ Kartini Soedjendro, SH, Pengacara, Wawancara tanggal 29 Juni 2002
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nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang

tetap berupa;
a. Grosse akta hipotik

b. Grosse akta pengakuan utang

Melihat bentuk eksekusi tersebut di atas nyatalah bahwa grosse
akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang merupakan bentuk
eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi grosse akta hipotik dan
grosse akta pengakuan hutang merupakan pegecualian yang diatur dan
didasarkan Pasal 224 H.IR,, dan Pasal 258 Rbg. Jadi eksekusi yang
dijalankan oleh pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap melainkan merupakan isi

perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk

grosse akta,

2. Syarat-syarat eksekusi grosse akta

Grosse akta merupakan salinan atau turunan dari suatu akta
pengaicuan hutang yang diberi titel eksekutorial “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” salinan tersebut
mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan
pehgadilan yang telah berkekuatan tetap.

Tujuan diberikannya grosse akta adalah apabila pihak debitur pada
- saat jatuh tempo tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi
hutangnya dengan jalan damai sebagaimana tercantum dalam akta hutang

piutang yang telah mereka buat, demi menjaga kepentingan kreditur, maka
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kreditur dapat menggunakan jalan melalui permohonan eksekusi, grosse
akta hutang piutang dapat langsung dilakukan eksekusi tanpa melalui
prosedur gugatan perkara biasa dan mengandung banyak resiko. Dengan
demikian dapat dikatakan grosse akta ini merupakan suatu jalan pintas
yang cepat dan murah untuk menyelesaikan masalah hutang piutang yang
macet dalam pelunasannya.

Mengenai dasar hukum dari eksekusi grosse akta pengakuan
hutang adalah Pasal 224 HLR., namun dalam Pasal tersebut tidak diatur
secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana eksekusi grosse akta
pengakuan hutang itu dapat dilaksanakan terutama mengenai syarat-syarat
eksekusinya, sehingga dalam prektek sering terjadi perbedaan penafsiran
mengenai .eksekusi dari grosse akta hutang piutang ini, hal ini
menyebabkan tidak semua dari grosse akta hutang piutang dapat
dilaksanakan eksekusi.*

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Kota
Semarang yaitu pada tahun 1997 sampai bulan April tahun 2002, hampir
semua grosse yang diajukan adalah grosse hak tanggungan dan hanya
terdapat 2 permohonan grosse akta pengakuan hutang yaitu satu
permohonan terjadi pada tahun 1998 dan satu permohonan lagi terjadi
pada tahun 1999. Namun kedua permohonan eksekusi tersebut tidak dapat
dilaksanakan atau ditolak, hal ini membuktikan bahwa ada perbedan

penafsiran terhadap Pasal 224 H.IR., tersebut, hasil wawancara dengan

> Diunaidi, Advokad dan Pengacara, Wawancara tanggal 26 Juni 2002, Wirdjolukite, SH, CN., IGN. Eddy
Cahyo Santoso, SH, Puspo Adji, SH, CN., Advokat dan Pengacara, Wawancara tanggal | September 2002,
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salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang menyebutkan
bahwa, mereka dalam memeriksa perkara grosse akta pengakuan hutang
tetap mengacu pada Pasal 224 HIR,* dan yurisprodeﬂsi yang ada,
dimana hutang piutang tersebut harus murmni. Sedangkan dalam kedua
permohonan tersebut disebutkan juga akan bunga dan syarat-syarat
pembayaran, oleh karena itu permohonan itu tidak dapat dilaksanakan
eksekusinya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Notaris yang dijadikan sabjek
dalam penelitian ini, hanya sebahagian yang pernah membuat grosse akta
pengakuan hutang dan sebahagian lagi tidak pernah membuat grosse akta
pengakuan hutang menurut mereka hal ini dikarenakan para pihak yang
berpiutang meminta jaminan dalam perikatan hutang piutang mereka, hal
ini sangat beralasan dimana kreditur tidak mau menanggung resiko jika
debitur tidak membayar kewajibannya dan juga hampir keseluruhan akta
pengakuan hutang yang dibuat mencantumkan syarat-syarat lain sepertl
besarnya bunga.

Wawancara dengan Hafid dia mengakui bahwa grosse akta
pengakuan hutang yang mereka buat tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan yang dimaksudkan oleh MA.Y

Hasil wawancara dengan para Notaris yang pernah membuat grosse

akta pengakuan hutang, mereka mengakui bahwa grosse akta pengakuan

4 Tahan Gultom, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara tanggal 27 Juni 2002.
47 Muhammad Hafid, Notaris, Wawancara tanggal 29 Mei 2002
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hutang yang mereka buat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang

dimaksudkan oleh MA.

3. Permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi grosse  akta pengakuan hutang harus
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di dalam wilayah mana
debitur berdiam, tinggal atau beriempat tinggal yang dipilihnya (Pasal 224
HIR.)®

Permohonan mengenai domisili sabjek ini sangat penting sekali
dalam pengajuan permohonan eksekusi karena akan sangat menentukan
sekali pengadilan mana yang berhak untuk melakukan pemeriksaan
terhadap suatu perkara.

Apabila kekayaan debitur yang harus dieksekusi berada dalam
wilayah Pengadilan Negeri lain dari pada pengadilan negeri tersebut, maka
Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan eksekusi minta
bantuan pada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi di mana benda yang
akan dieksekusi terletak. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang
dimintakan bantuannya inilah yang menjalankan eksekusi. Segala tindakan
yang dilakukan dalam menjalankan eksekusi dan penyelesaiannya di
beritahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang minta bantuan.

Jika terhadap eksekusi tersebut diajukan verzet, maka verzet harus

diajukan pada ketua yang menjalankan eksekusi.

8 Tahan Gultom, Hakim Pengadilan Negeri Semarang Wawancara tanggal 27 Juni 2002
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Dalam praktek permohonan eksekusi grosse akta adalah sebagai berikut;.

1. Kreditur atau kuasanya selaku pemohon eksekusi mengajukan surat

permohonan untuk eksekusi baik secara lisan atau tertulis kepada

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

. Pemohon eksekusi (kreditur) harus membayar biaya teguran

(anmanning) yang jumlahnya ditentukan oleh Panitera.

. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menjalankan eksekusi teriebih

dahulu memanggi! pihak termohon dan panggilan dilakukan melalui
Panitera Pengganti. Panitera Pengganti memanggil pihak termohon
untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri
memberi nasehat kepada debitur untuk memenuhi hutangnya yang
termuat dalam grosse akta pengakuan hutang dalam tenggang waktu
8 (delapan) hari setelah teguran tersebut. Surat perintah Ketua
Pengadilan Negeri untuk memanggil pihak yang dikalah tersebut
dibuat dalam bentuk penetapan. Selanjutnya apabila pihak termohon
(debitur) dalam waktu 8 (delapan) hari masih juga belum
melaksanakan isi putusan tersebut, maka pengadilan akan

melakukan peneguran sekali lagi.

. Pihak pemohon eksekusi mengajukan permohonan sita eksekusi ini

diajukan apabila pihak kreditur belum meletakkan sita pendahuluan
terhadap barang-barang jaminan. Hal ini disebabkan karena sita
pendahuluan ity pada diktum putusannya telah dinyatakan sah dan

berharga, sehingga tidak ‘diperlukan lagi sita eksekuforial. Untuk
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pengajuan sita eksekusi ini pihak pemohon diwajibkan membayar
biaya eksekusi yang jumlaimya ditentukan oleh Panitera. Dalam
praktek sita eksekusi ini dilakukan oleh panitera pengganti
pengadilan negeri dengan dibantu oleh dua orang saksi. Dengan
membawa surat perintah yang berbentuk penetapan dari Ketua
?engadilan Negeri, Panitera Pengganti atau juru sita pengganti dan
dibantu oleh dua orang saksi berangkat menuju lokasi dimana objek
jaminan berada guna melaksankan sita eksekutorial tersebut,
Penyitaan ini dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun
tidak bergerak. Terhadap barang-barang yang telah disita tetap
berada pada orang yang dikenai penyitaan tersebut, tetapi ia tidak
boleh menjual atau memindah dalam bentuk apapun juga dan
apabila dilanggar dapat dikeﬁ'ai ancaman pidana secperti termuat
dalam Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setalah
dilakukan penyitaan, dibuat Berita Acara penyitaan yang
ditandatangani oleh Panitera pengganti atau juru sita pengganti dan
dua orang saksi. Biasanya yang menjadi saksi adalah Kepala
Kelurahan atau Desa dan Pamong Kelurahan atau desa dan
sekaligus diminta untuk mengawasi barang-barang yang telah disita
tersebut. Selanjutnya Berita Acara penyitaan diberikan kepada
Kepala kelurahan atau Desa, hal ini dimaksudkan agar barang-
barang tersebut tidak dipindah tangankan oleh orang yang dikenat

eksekusi tersebut. Apabila yang disita berupa tanah, maka penyitaan
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tersebut diberitahukan kepac‘la Kantor Pertanahan untuk didaftarkan
dalam buku tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, Penyitaan terhadap barang-barang yang
menjadi objek penyitaan harus dilakukan dimana barang-barang itu
berada dan apabila objek sitaan berupa tanah, maka panitera
pengganti atau juru sita pengganti akan mencocokan batas-batasnya,
luasnya, siapa pemiliknya dengan disaksikan pamong desa. Oleh
karena itu dalam prakteknya panitera pengganti atau juru sita
pengganti dalam melakukan sita jaminan atau sita eksekutorial
terhadap objek sitaan terlebih dahulu datang ke kantor desa atau
kelurahan untuk memberithukan eksekusi tersebut dengan maksud,
a. Tidak mengalami kesulitan mencari lokasi objek sitaan.

b. Mengajak Kepala Desa atau kelurahan dan pamong desa atau
kelurahan untuk menjadi saksi dalam penyitaan tersebut.
¢. Memberitahukan bahwa setelah dilakukan penyitaan untuk
diumumkan kepada masyarakat oleh kepala desa atau kelurahan.
. Pihak Pemohoan (kreditur) selanjudnya mengajukan permohonan
lelang eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Untuk pengajuan
lelang cksekusi pihak pemohon eksekusi diwajibkan membayar
biaya lelang eksekusi yang besarnya ditentukan oleh Panitera
Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri melalaui surat
penetapan eksekusi memerintahkan kepada panitera atau juru sita

menjalankan eksekusi dan memberitahukan kepada pejabat setempat




69
dimana eksekusi akan dilaksanakan. Apabila putusan hakim
merupakan perintah untuk rﬁembayar sejumlah uang maka barang-
barang yang telah disita dijual secara umum melalm pelelangan.
Penj.ualan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara sedangkan
untuk memenuhi isi putusan yang jumlah uangnya kecil, maka ketua
pengadilan dapat memanggil juru sita untuk melakukan pelelangan,
hal ini diatur dalam Pasal 200 Ayat 1 dan Pasal 2 H.L.R.

. Sebelum dilakukan pelelangan terlebih dahulu dilakukan
pengumuman melalui surat khabar. Dalam pengumuman tersebut
harus disebut hari, tanggal dan tempat pelelangan. Setelah
pelelangan dilaksanakan, maka pejabat kantor lelang negara
membuat berita acara pelelangan. Setelah lelang selesai
dilaksanakan, kepada pihak yang memiliki atau mengusai barang
tetap yang dilelang wajib meninggalkan barang tetap tersebut dalam
keadaan kosong untuk diserahkan kepada pembeli. Apabila pemilik
atau yang menguasi tidak mau menyerahkan barang secara sukarela,
maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengeluarkan
surat perintah pengosongan untuk dilaksanakan oleh juru sita dan
bila diperlukan dengan bantuan polisi. Setelah pelelangan selesai
dan barang terjual, maka hasil pelelangan tersebut diserahkan
kepada panitera dengan dibuatkan tanda terima. Setelah diterima
oleh panitera uang tersebut diserahkan kepada pihak pemohon

eksekusi (kreditur) dengan dibuatkan berita cara penyerahan uang
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hasil lelang cksekusi. 'Apabila ternyata uang hasil lelang eksekusi
tersebut lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada pihak yang

telah dikenakan eksekusi atau dibitur.
E. Faktor yang menghambat Eksekust

Yang dimaksud dengan faktor penghambat dalam penelitian ini
adalah hal-hal yang mengganggu kelancaran pelaksanaan cksekusi grosse
akta pengakuan hutang dalam praktek.

Faktor-faktor penghambat eksekusi grosse akta pengakuan hutang,
dari penelitian yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu

hambatan yang bersumber pada;
1. Cacat pada grosse akta pengakuan hutang.

Suatu grosse akta yang tidak memenuhi syarat bentuk maupun
syarat isi atau tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat
dieksekusi.

Tidak dipenuhinya syarat bentuk dan isi suatu grosse akta
pengakuan hutang, antara lain disebabkan oleh notaris sebagai pembuat
akta otentik, atau karena memang dikehendaki oleh pihak kreditur.

Bagi notaris yang tidak mengikuti pendapat Mahkamah Agung,
maka grosse akta yang dikeluarkannya itu tidak memenuhi syarat bentuk
dan syarat isi dari suatu grosse akta pengakuan hutang sebagaimana

yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung.
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Tidak terpenuhinya syarat bentuk dan syarat isi grosse  akta
pengakuan hutang dapat disebabkan oleh kreditur. Dalam hal perjanjian
hutang piutang, kreditur menghendaki dibuatnya perjanjian hutang
piutang atau pengakuan hutang yang dicampur dengan pemberian
jaminan. Menurut pendapat Mahkamah Agung dan pendapat ini
dilaksanakan_ dan diikuti oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang dimana
pencantuman perjanjian jaminan demikian ini mengakibatkan grosse
Akta pengakuan hutang tidak dapat dieksekusi karena bertentangan
dengan syarat murni grosse akta pengakuan hutang.

Kemungkinan lain adalah dibuainya perjanjian dalam bentuk akta
notaris yang pengaturannya dibuat lebih rinci sehingga perhitungan
kredit beserta biaya, provisi dan bunga mudah dihitung, dari pada
pencantuman jumlah yang pasti tetapi kurang dapat menunjukkan

perhitungan yang rinci.

. Perlawanan terhadap eksekusi grosse akta pengakuaan hutang

Perlawanan yang diajukan terhadap eksekusi, dapat diajukan oleh
pihak tereksekusi atau pihak ke tiga.

Perlawanan dapat dilakukan pada sita eksekutorial, atau terhadap
penjualan lelang. Debitur tereksekusi dapat diberi hak untuk mengajukan
perlawanan, kerena mungkin dalam eksekusi tersebut ikut disita

kekayaan debitur yang dilarang untuk disita.




12

Selain alasan tersebut, perlawanan juga dapat diajukan berdasar
alasan grosse akta pengakuan hu‘tang tidak memenuhi syarat bentuk dan
syarat isi. Bagi pihak ketiga dibuka kemungkinan mengajukan
perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan hak milik. Perlawanan
terhadap eksekusi hanya dapat diajukan sebelum pelaksanaan penjualan
lelang. Dalam hal perlawanan eksekusi ini dapat menghambat jalannya
eksekusi, karena dalam peraturannya sebagai mana disebut dalam Pasal
207 Ayat 3 dan dalam Pasal 208 Ayat 3 HLR., serta yang terjadi dalam
prakteknya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan menunda eksekusi
sambil menunggu putusan terhadap perlawanan tersebut.

Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat menyolok sekali
dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 242 Rv, dimana verset yang
diajukan tidak dapat menghambat eksekusi. Dari data yang diperoleh
Ketﬁa Pengadilan Negeri beranggapan bahwa lebih baik menunda’
cksekusi dan menunggu keputusan dari verset demi adanya suatu
kepastian hukum dan asaz keadilan dapat juga diterapkan, dalam hal ini
jﬁga berarti bahwa kekuatan eksekutorial dari grosse akta pengakuan
hutang tidak mutlak namun masih ada upaya hukum lain untuk
melakukan perlawanan terhadap kekuatan eksekutorial grosse akta

pengakuan hutang akta tersebut.
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3. Tindakan pengadilan

Eksekusi dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua
Pengadilan Negeri; artinya semua kelancaran éksekusi sangat tergantung
kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pengaturan mengenai eksekusi ini sangat tergantung kepada Ketua
Pengadilan Negeri, kapan eksekusi akan dilaksanakan merupakan juga
tanggung jawab Ketua Pengadilan Neger.

Pada hakekatnya eksekusi baru dapat dilakukan apabila telah ada
putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Adakalanya eksekusi tidak dapat langsung dilaksanakan, salah satu
penyebabnya adalah adanya intervensi dari Pengadilan Tinggi atau
Makamah Agung. Intervensi atau campur tangan ini dapat
mengakibatkan dihentikan atau diteruskannya suatu eksekusi oleh
Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan eksekusi dapat juga dilakukan dengan sukarela, namun
sering kali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan atau
pun memeperlambat pelaksanaan putusan Hakim sehingga diperlukan
bantuan dari pengadilan untuk melasanakan putusan tersebut secara
paksa.

Pengajuan permohonan eksekusi secara paksa ini biasanya diajukan
oleh pihak yang dimenangkan, berdasarkan permohonan ini, Ketua
Pengadilan Negeri akan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur

dan diminta untuk memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 hari
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setelah teguran tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 196 H.LLR., jo 207 Rbg.

Jika jaﬁgka waktu tersebut sudah lewat sedangkan putusan hakim
belum juga dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri karena
jabatanya memberi perintah agar putusan hakim dilaksanakan dengan

paksa dan bila perlu dengan bantuan alat negara seperti pihak kepolisian.




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak Bank pada umumnya membuat perikatan hutang piutang dengan
akta dibawah tangan, dan pada umumnya meminta jaminan kepada
debitur, apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya maka
pihak bank memasang hak tanggungan pada jaminan apabila berupa
tanah, atau dapat memohonkan eksekusi hak tanggungan.

2. Dibanding dengan penagihan piutang piutang dengan grosse akta hak
tanggungan atau dengan jaminan lainnya, grosse akta pengakuan
hutang adalah langka, hal ini dikarenakan sering grosse akta pengakuan
hutang tidak dapat dieksekust.

3. Ada beberapa faktor yang menghambat eksekusi grosse akta pengakuan
hutang yaitu;

a. Adanya perbedaan pendapat antara notaris dan hakim serta
Makamah Agung tentang akta-akta yang dapat dikeluarkan dalam
bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

b. Kurang tegasnya undang-undang yang mengatur maslh grosse akta
pengakuan hutang, seperti Pasal 224 H.LR., yang dijadikan dasar
hukum para hakim dalam melaksanakan eksekusi grosse akta

pengakuan hutang. Dalam Pasal 224 HIR,, banya diatur secara
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umum tentang grosse akta, sehingga dalam praktek timbul
hambatan.

4. Prosedur eksekusi grosse akta pengakuan hutang dilakukan sama
dengan eksekusi putusan hakim yang berisi penghukuman untuk
membayar sejumlah uang tanpa didahului dengan sita jaminan.
Pelaksanaannya yaitu dengan cara;

a. Permohonan eksekusi grosse akta oleh kreditur.
b. Dilakukan teguran.

c¢. Sita Eksekusi.

d. Penjualan lelang oleh Kantor Lelang

¢. Pembagian hasil lelang.

B. Saran

1. Kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu segera dikeluarkan
ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang syaral-syarat,
bentuk dan cara pemberian grosse akta pengakuan hutang yang
mempunyai kekuatan eksekutorial atau setidaknya ketentuan tersebut
dapat dimasukkan dalam (rancangan) Undang-Undang Peraturan
Jabatan Notaris.

2. Kepada Makamah Agung, Organisasi Profesi Notaris sebaiknya
membuat sebuah kesepakatan menganai model akta pengakuan hutang
seperti yang dimaksud agar grosse akta pengakuan hutang mempunyai

kekuatan eksekutorial maka yang nantinya dapat dilakukan eksekusi.
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